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TOPIK

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

OLEH: SYARIPULLOH®

ABSTRACT

Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan yang sangat kompleks.
Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian
dari masalah dalam pembangunan. Keberadaan kemiskinan ditandai dengan
adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketimpangan antar wilayah.

Kemiskinan juga ditunjukkan dengan adanya permukiman-permukiman
kumubh dan liar, serta adanya golongan masyarakat yang masuk kategori keluarga
miskin yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sosial dan politik dari masing-
masing keluarga miskin tersebut. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya
beberapa kepala keluarga yang secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan
primer anggota keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga
rendah sehingga mereka sulit memperoleh pekerjaan dengan hasil yang memadai
atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Terdapat pula sejumlah keluarga yang
tingkat kesehatannya rendah sehingga menghambat mereka untuk bekerja.
Tulisan ini ingin mendiskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan
pemerintah untuk menanggulangi masalahan kemiskinan.

Poverty is a very complex development issues. Poverty is seen as spillovers from
development and part of the problem in development. The existence of poverty is characterized
by unemployment, underdevelopment, and inequality between regions.

Poverty is also indicated by the presence of slums and squatter, and the existence of
groups of people categorized as poor families caused by the limitations of economic, social and
political life of their poor families. This phenomenon is demonstrated by the presence of several
heads of families who are economically unable to meet the primary needs of family members.
In addition, low levels of public education also makes it difficult to obtain jobs with adequate
results or provide for his family. There are also a number of families whose low level of health
that is hindering their work. This paper would like to discuss the steps that can be taken by the
government to tackle poverty masalahan.

Key Worbs:
Poverty, Unemployment, Underdevelopmen, Inequality, Poor Family, Low Level of
Education.

*) Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
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A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu
isu pembangunan yang kompleks dan
kontradiktif (Irawan, 2002: 1). Kemis-
kinan dipandang sebagai dampak ikutan
dari pembangunan dan bagian dari
masalah dalam pembangunan. Kebera-
daan kemiskinan ditandai dengan
adanya pengangguran, keterbelaka-
ngan, dan ketimpangan antar wilayah.

Tipologi kemiskinan dicirikan oleh
berbagai dimensi, baik dimensi sosial
maupun ekonomi yang lebih beragam
serta memiliki kebijakan yang rumit. Hal
tersebut membentuk pola kemiskinan
yang berbeda-beda. Menurut Max-Neef
et. al, terdapat 6 macam kemiskinan yang
ditanggung komunitas dan membentuk
suatu pola kemiskinan tertentu, yaitu
(a) kemiskinan sub-sistensi, penghasilan
rendah, jam kerja panjang, perumahan
buruk, fasilitas air bersih mahal; (b)
kemiskinan perlindungan, lingkungan
buruk (sanitasi, sarana pembuangan
sampah, polusi), kondisi kerja buruk,
tidak ada jaminan atas hak pemilikan
tanah; (c) kemiskinan pemahaman,
kualitas pendidikan formal buruk,
terbatasnya akses atas informasi yang
menyebabkan terbatasnya kesadaran
atas hak, kemampuan, dan potensi
untuk mengupayakan perubahan, (d)
kemiskinan partisipasi, tidak ada akses
dan kontrol atas proses pengambilan
keputusan yang menyangkut nasib diri
dan komunitas; (e) kemiskinan identitas,
terbatasnya pembauran antar kelompok
sosial, terfragmentasi; dan (f) kemis-
kinan kebebasan, stres, rasa tidak
berdaya, tidak aman baik di tingkat
pribadi maupun komunitas.

Kemiskinan ditunjukkan dengan
adanya permukiman-permukiman ku-
muh dan liar, serta adanya golongan
masyarakat yang masuk kategori kelu-
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arga miskin yang disebabkan oleh

keterbatasan ekonomi, sosial dan politik

dari masing-masing keluarga miskin
tersebut. Fenomena ini ditunjukkan
dengan adanya beberapa kepala ke-
luarga yang secara ekonomi tidak dapat
memenuhi kebutuhan primer anggota
keluarganya. Selain itu, tingkat pendidi-
kan masyarakat juga rendah sehingga
mereka sulit memperoleh pekerjaan
dengan hasil yang memadai atau men-
cukupi kebutuhan keluarganya. Ter-
dapat pula sejumlah keluarga yang
tingkat kesehatannya rendah sehingga
menghambat mereka untuk bekerja.

Kemiskinan juga bisa terbentuk dari
ketimpangan antar kawasan. Kawasan
dengan aktivitas perkotaan (aktivitas
perdagangan dan jasa) yang minimum
menyebabkan perekonomian masyara-
katnya rendah. Hal ini menyebabkan
mayoritas penduduk di kawasan ter-
sebut lebih rendah pendapatannya
daripada penduduk kawasan kota.

Untuk menyikapi kondisi kemis-
kinan maka perlu dilakukan suatu
tindakan peningkatan taraf hidup
masyarakat setempat dengan cara
meminimalisir faktor penyebab terjadi-
nya kemiskinan masyarakat setempat.

Minimnya pendapatan penduduk
yang diperoleh dari mata pencaharian-
nya menyebabkan mayoritas penduduk
masuk ke dalam kategori keluarga
miskin. Jika kondisi tersebut dibiarkan
tanpa penanganan lebih lanjut, dikha-
watirkan dapat menyebabkan terjadinya
hal-hal sebagai berikut:

a. Terbatasnya penyediaan serta akses
menuju sarana dan prasarana
publik;

b. Tingkat pendidikan penduduk
rendah;

c. Lingkungan yang semakin buruk
dapat mengakibatkan lokasi permu-



kiman menjadi tidak layak untuk

dihuni;

d. Tingkat kesehatan masyarakat
rendah.

Tulisan ini ingin mendiskusikan
langkah-langkah yang dapat dilakukan
pemerintah untuk menanggulangi
masalahan kemiskinan.

MEemMAHAMI KEMISKINAN
Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah teori, fakta dan
kebijakan bahkan masalah yang sudah
sejak lama ada dan hampir dapat
dikatakan akan tetap menjadi “kenya-
taan abadi”. Kemiskinan selalu men-
dapatkan tempat yang cukup penting
dalam pembahasan pembangunan.
Pengertian kemiskinan menurut Guna-
wan Sumodiningrat dkk (1999: 1) adalah
sebuah konsep ilmiah yang lahir sebagai
dampak ikutan dari pembangunan
dalam kehidupan. Kemiskinan dipan-
dang sebagai bagian dari masalah dalam
pembangunan, yang keberadaannya
ditandai dengan adanya pengangguran,
keterbelakangan, yang kemudian me-
ningkat menjadi ketimpangan.

Sedangkan Sar A. Levitan men-
definisikan bahwa kemiskinan adalah
kekurangan barang-barang dan pela-
yanan-pelayanan yang dibutuhkan
untuk mencapai suatu standard hidup
yang layak. Oleh karena standard hidup
itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi
kemiskinan yang dapat diterima secara
universal (Levitan, 1980: 2). Hal ini
sesuai dengan definisi kemiskinan yang
diungkapkan oleh Bradly R. Schiller
bahwa kemiskinan adalah ketidaksang-
gupan untuk mendapatkan barang-
barang dan pelayanan-pelayanan yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sosial yang terbatas (Murin
dkk, 1979: 214).

Kemiskinan dapat dilukiskan de-
ngan kurangnya pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang
pokok (Salim, 1984: 41). Dalam kai-
tannya dengan hal ini, Wolrd Bank
mendefinisikan keadaan miskin sebagai:
“Poverty is concern with absolute standard
of living of part of society the poor in equality
refers to relative living standards across the
whole society” (World Bank, 1990; 26).

Dengan kata lain, kemiskinan dapat
diukur dengan membandingkan tingkat
pendapatan atau rumah tangga dengan
tingkat pendapatan yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan minimum.
Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada
kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar
minimum yang memungkinkan seseo-
rang dapat hidup secara layak. Jika
tingkat pendapatan tidak dapat memen-
uhi kebutuhan minimum, maka orang
atau rumah tangga tersebut dapat
dikatakan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat miskin umumnya le-
mah dalam kemampuan berusaha dan
terbatas aksesnya kepada kegiatan
ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari
masyarakat lainnya yang memiliki
potensi lebih tinggi. Masalah kemis-
kinan muncul karena adanya sekelom-
pok anggota masyarakat yang secara
struktural tidak mempunyai peluang
dan kemampuan yang memadai untuk
mencapai tingkat kehidupan yang layak.
Akibatnya mereka harus mengakui
keunggulan kelompok masyarakat
lainnya dalam persaingan mencari
nafkah dan kepemilikan aset produktif,
sehingga semakin lama menjadi semakin
tertinggal. Dalam prosesnya, gejala
tersebut memunculkan persoalan ketim-
pangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan dan Kemanusiaan
Suatu kondisi kemiskinan dapat
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mendorong tindakan-tindakan yang
dapat dipandang sebagai perbuatan
yang menentang nilai-nilai kemanu-
siaan. Sudah tentu mereka yang hidup
dalam kondisi kemiskinan (the have nots)
akan membangun atau membentuk
nilai-nilai tersendiri yang khas dan

tidak sama dengan golongan lain di

atasnya.

Sebagai contoh, kebiasaan kaum
miskin hidup dalam kekurangan mem-
buat cara hidup mereka tidak bisa
memiliki kadar kebersihan sebagaimana
golongan atas. Hal ini disebabkan oleh:
a. Darisegi waktu, mereka kebanyakan

tidak cukup punya waktu untuk

memikirkan hal-hal lain di luar
usaha mencari sesuap nasi.

b. Dari segi ketersediaan fasilitas,
memang tidak memungkinkan sua-
sana yang bersih. Bagaimana orang
yang tinggal di kolong jembatan
atau di pinggir kali dapat memiliki
tradisi bersih (menjaga kebersihan)
apabila kondisi lingkungannya
lebih buruk dibandingkan dengan
mereka yang tinggal di rumah yang
mapan. Selain itu, cara komunikasi
mereka yang biasa tinggal dalam
hiruk pikuk jalan, kebisingan yang
tinggi, tentu saja akan terbiasa
bersuara keras (volume suara).
Dapatkah tradisi ini diterima?
Apakah dapat diterima oleh norma-
norma kesopanan dan etiket golo-
ngan elit?

Jika nilai-nilai dari golongan atas
digunakan sebagai titik pijakan dan
ukuran dalam menilai tingkat realisasi
kemanusiaan, maka dengan sendirinya
mereka yang bergelimang dalam kemis-
kinan dapat dikatakan hidup dalam
kondisi kemanusiaan yang rendah.
Sebagai contoh antara lain:

a. Di tempat-tempat pembuangan
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sampah, serombongan manusia
saling berebut barang (sampah)
yang baru diturunkan dari truk
pengangkut.

b. Pagi hari ketika kereta api masuk
stasiun, anak-anak gelandangan
saling berebut makanan bekas, sisa-
sisa makanan dari para penumpang.

c. Pemulung yang masih bersedia
memakan makanan bekas yang
sudah ada di tempat sampah.
Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa kemiskinan menjadi kenyataan
yang tidak memungkinkan nilai kema-
nusiaan dan martabat manusia tumbuh
secara wajar. Masih adanya kemiskinan
dengan sendirinya memberikan bukti
bahwa keadaan kemanusiaan masih
sangat memprihatinkan. Dalam kondisi
yang demikian, pembicaraan mengenai
martabat (kemuliaan) manusia hanya
sebatas bagi mereka yang dalam posisi
mapan, tetapi belum menyentuh pada
mereka yang dihinakan karena hidup
dalam kemiskinan dan menderita.

Akses Penduduk Miskin terhadap

Pelayanan
Hambatan akses penduduk miskin

terhadap pelayanan dapat disebabkan

oleh faktor ekonomi, sosial, administrasi

dan faktor kebijaksanaan (Cheema, 1986:

8). Faktor-faktor tersebut dapat dijelas-

kan sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi disebabkan pen-
duduk miskin tidak memiliki ke-
mampuan untuk membayar pela-
yanan karena rendahnya penda-
patan mereka.

b. Faktor sosial dimana penduduk
perkampungan kumuh dan rumah-
rumah liar tidak mempunyai hak
milik yang sah terhadap lahan yang
mereka tempati. Oleh karena itu,
mereka merasa tidak harus mem-



bayar biaya penyediaan dan pema-
kaian fasilitas pelayanan. Sementara
itu pemerintah enggan menyediakan
pelayanan seperti saluran air bersih,
listrik dan saluran air kotor untuk
mereka.

Sistem administrasi pemerintah
daerah dan lembaga-lembaga lain-
nya, yang menentukan prioritas
kebutuhan pelayanan, merencana-
kan program dan melaksanakan
pembangunan. Akses penduduk
miskin terhadap mereka sangat
terbatas karena tidak memiliki
lembaga formal untuk menyam-
paikan keinginan mereka.

. Standar pemerintah untuk pe-

layanan biasanya terlalu tinggi,
sehingga membutuhkan biaya yang
tinggi untuk mendapatkan pela-
yanan. Pada akhirnya pelayanan
tersebut lebih banyak dimanfaatkan
oleh penduduk dengan pendapatan
menengah.

Penduduk miskin biasanya tidak
terorganisasi. Sifat dan hiterogenitas
latar belakang sosial serta kemis-
kinan menghalangi terbentuknya
organisasi kelompok masyarakat.
Dengan demikian, mereka tidak
mungkin menuntut hak jaminan
pemenuhan pelayanan dasar.
Adanya keterbatasan dalam mene-

rapkan suatu kebijaksanaan telah
memperlihatkan ketidakmampuan
administrasi dan politik dari pemerintah
dan perencana untuk mengalokasikan
sumber daya untuk menyediakan pela-
yanan dasar untuk penduduk miskin.

Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi dapat

menciptakan hal-hal sebagai berikut:

Terciptanya Permukiman kumuh
dan liar

Tempat tinggal biasanya diwu-
judkan dalam bentuk fisik berupa
rumah yang berfungsi sebagai
wadah untuk lembaga terkecil
masyarakat manusia, yang sekaligus
dapat dipandang sebagai “shelter”
bagi tumbuhnya rasa aman atau
terlindungi. Suatu kawasan peru-
mahan lengkap dengan prasarana
lingkungan, prasarana umum, dan
fasilitas sosial yang mengandung
keterpaduan kepentingan dan ke-
selarasan pemanfaatan sebagai
lingkungan kehidupan (Soedar-
sono, 1992: 1). Dengan demikian,
maka pengertian permukiman dapat
dirumuskan sebagai suatu kawasan
perumahan yang ditata secara
fungsional sebagai satuan sosial,
ekonomi dan fisik tata ruang,
dilengkapi dengan prasarana ling-
kungan, sarana umum, dan fasilitas
sosial. Kawasan tersebut merupakan
suatu lingkungan yang ada untuk
mendukung kelangsungan dan
peningkatan mutu kehidupan ma-
nusia. Disamping itu, juga memberi
rasa aman, tenteram, nikmat, nya-
man dan sejahtera, dalam kesela-
rasan, keserasian dan keseimbangan
agar berfungsi sebagai wadah yang
dapat melayani kehidupan pribadi,
keluarga maupun masyarakat.

Namun, kemiskinan menyebab-
kan permukiman masyarakat setem-
pat tidak dapat sesuai dengan definisi
di atas. Terciptanya permukiman
kumuh dan liar menggambarkan
kemiskinan akan selalu nampak.
Dari beberapa pendapat para pakar
dan institusi terkait dapat disimpul-
kan bahwa permukiman kumuh dan
liar dapat dilihat dari beberapa aspek,
antara lain:

1) Aspek fisik
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Berbagai sarana seperti
jalan, saluran air limbah dan
sebagainya dibangun serba
terbatas. Juga pembangunan
perumahannya dilakukan tan-
pa pedoman dan rencana.

2) Aspek sosial ekonomi

Permukiman tersebut me-
rupakan tempat tinggal seba-
gian besar golongan berpeng-
hasilan rendah (Cohen, 1975:
54). Ia adalah tempat penduduk
yang status sosial dan ekono-
minya rendah dan kondisi peru-
mahan di bawah standar (Kra-
usse, 1976: 1).

3) Aspek tata ruang

Kampung tumbuh dan ber-
kembang secara organik (organic
pattern) yang pada akhirnya
menjelma menjadi permukiman
kumuh (Pontoh, 1994: 17).

4) Aspek hukum (legalitas)

Permukiman kumuh tidak
selalu liar, demikian dengan liar
tidak selamanya kumuh. Hu-
nian liar dikaitkan dengan
status kepemilikan tanah yaitu
hunian yang dibangun di atas
tanah bukan haknya (orang lain
atau negara). Permukiman liar
sebagian besar berada di atas
tanah negara. Jadi bila ada
permukiman kumuh yang me-
nempati tanah negara atau
bukan haknya merupakan per-
mukiman umuh sekaligus liar.
Dengan demikian berarti ada
kumuh tidak liar yaitu per-
mukiman yang didirikan di atas
tanah milik atau tanah negara
yang sudah diberikan haknya
(hak guna bangunan dan hak
guna usaha) dengan tata letak
bangunan yang tidak beraturan.
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Dan ada permukiman liar tidak
kumuh yaitu bangunan yang
didirikan di atas tanah bukan
haknya yang menyadari akan
kebersihan dan keindahan ling-
kungannya.
b. Munculnya Sektor Informal (self
employed)

Kemiskinan menyebabkan mun-
culnya sektor informal. Sektor
informal terbentuk karena revolusi
industri telah mengubah cara ber-
produksi (models of production) manu-
sia dari bekerja yang semula dilaku-
kan dengan tangan kepada bekerja
yang dilakukan dengan meng-
gunakan mesin, dari semula orang
bekerja di rumah berubah menjadi
bekerja di pabrik atau kantor.
Manusia yang semula bekerja atas
dasar sektor informal dengan da-
tangnya mesin terpaksa harus
berhenti menggunakan cara-cara
berproduksi dasar. Sektor informal
dan buruh dari sekelompok orang
yang memiliki pabrik-pabrik. Mun-
cullah organisasi produksi baru
yang didasarkan pada hubungan
kerja antara majikan dan buruh.
Masyarakat miskin berpendidikan
rendah sulit untuk mengikuti pro-
sedur perusahaan industri. Hal ini
berakibat pada kehilangan mata
pencaharian. Untuk itu, masyarakat
miskin cenderung mencari nafkah
dengan berjualan keliling dan lain
sebagainya.

Permukiman kumuh dan sektor
informal tercipta akibat pola mobilitas
penduduk. Kondisi lingkungan yang di
bawah standard tanpa sarana dan
prasarana yang memadai, bukan me-
rupakan permasalahan yang besar.
Kedekatan dengan lapangan kerja,
khususnya dalam sektor informal



seperti buruh industri dan bangunan,
buruh pasar, bengkel, pengolahan
sampah atau bahan bekas dan lain-lain
merupakan faktor penentu yang jauh
lebih penting. Bagi kalangan masyarakat
mampu dengan penghasilan yang
cukup dan tidak menghadapi masalah
berkaitan dengan biaya transportasi
dari rumah ke tempat kerja, belanja dan
rekreasi, ikatan terhadap lokasi peruma-
hannya tidak terlalu kuat. Kontak sosial
mereka tidak lagi pada tangga dekat
keluar dari batas-batas lingkungan
perumahannya. Apalagi dengan adanya
jaringan komunikasi telepon.

Dari sudut pandang ekonomi,
masyarakat miskin tidak memiliki posisi
yang kuat untuk melawan kekuatan
dari luar. Akan tetapi dari sudut
pandang sosial, mereka memiliki daya
tahan (resistensi) yang tingi dalam
mempertahankan eksistensinya. “For
those with a weak economic important: they
are more bound to their neighborhood”
(Nientied, 1982: 24).

Salah satu penyebab lain terjadinya
resistensi yang tinggi dari para peng-
huni permukiman kumuh untuk tetap
berada di lokasi semula adalah jarak
yang dekat antara permukiman kumuh
dengan pusat-pusat lapangan kerja yang
digelutinya. Kebanyakan permukiman
kumuh berada di tempat-tempat yang
strategis di pusat kota (sekitar pasar,
dekat rumah sakit, di belakang pegu-
dangan, dan lain-lain), di tengah kota
(menempati lahan kuburan, di tepi
sungai, di belakang pertokoan), atau di
pinggiran kota dekat tempat pem-
buangan sampah, di atas tanggul).

Meskipun strategis, lokasi-lokasi
yang diserbu oleh para migran untuk
dijadikan lingkungan permukiman
tersebut bukan lokasi yang ditetapkan
sebagai daerah permukiman. Oleh

karena itu, permukiman kumuh selain
mengandung pengertian kotor, jorok,
padat dan tidak teratur, juga menyi-
ratkan kesan liar atau tidak bersih dan
memang arti dari “squatters” adalah
mereka yang menempati jalan yang
bukan miliknya tanpa hak atau ijin.

Sebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Loekman Sutrisno (1999:
5), kemiskinan merupakan sebuah
pertanyaan yang tidak menarik dan
sekaligus berbahaya. Pertanyaan ten-
tang sebab tersebut pada akhirnya akan
mengarah pada proses kemiskinan—
bagaimana orang menjadi miskin. Tentu
saja banyak pandangan yang berusaha
untuk menjelaskan adanya kemiskinan
tersebut.

Di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia, orang miskin pada
umumnya merupakan kelompok ma-
syarakat yang berada di luar sektor
ekonomi yang “terorganisasi”, yaitu
petani-petani yang bekerja sendiri di
pedesaan dan orang-orang di sektor
informal (self employed) perkotaan yang
tumbuh pesat dan tidak mendapatkan
pekerjaan yang memadai. Pertumbuhan
absolut jumlah orang miskin menye-
babkan perhatian dan upaya pena-
nganan kemiskinan menjadi suatu
“agenda” penting dalam lingkup pem-
bangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa
kemiskinan tidak bisa didefinisikan
dengan sangat sederhana, karena tidak
hanya berhubungan dengan kemam-
puan memenuhi kebutuhan material,
tetapi juga sangat berkaitan dengan
dimensi kehidupan manusia yang lain.
Menurut Bank Dunia (2003), beberapa
penyebab dasar dari kemiskinan adalah
sebagai berikut:

a. kegagalan kepemilikan terutama
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tanah dan modal;

b. terbatasnya ketersediaan bahan
kebutuhan dasar, sarana dan pra-
sarana;

c. kebijakan pembangunan yang bias;

d. adanya perbedaan kesempatan di
antara anggota masyarakat dan
sistem yang kurang mendukung;

e. adanya perbedaan sumber daya
manusia dan perbedaan antara
sektor ekonomi (ekonomi tradisional
versus ekonomi modern);

f. rendahnya produktivitas dan ting-
kat pembentukan modal dalam
masyarakat;

g. budaya hidup yang dikaitkan de-
ngan kemampuan seseorang menge-
lola sumber daya alam dan ling-
kunganya;

h. tidak adanya tata pemerintahan
yang bersih dan baik (good gover-
nance);

i. pengelolaan sumber daya alam yang
berlebihan dan tidak berwawasan
lingkungan.

Indikator Kemiskinan
Berdasarkan sebab terjadinya kemis-

kinan, maka indikator utama kemis-

kinan dapat dirumuskan sebagai beri-

kut:

a. Menurut BAPPENAS

BAPPENAS merumuskan indi-

kator-indikator kemiskinan dengan
rumusan yang konkrit berikut ini:
terbatasnya kecukupan dan mutu
pangan, dilihat dari stok pangan
yang terbatas, rendahnya asupan
kalori penduduk miskin dan buruk-
nya status gizi bayi, anak balita dan
ibu. Sekitar 20 persen penduduk
dengan tingkat pendapatan teren-
dah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal
per hari. Kekurangan asupan kalori,
yaitu kurang dari 2.100 kkal per
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hari, masih dialami oleh 60 persen
penduduk berpenghasilan terendah
(BPS, 2004); terbatasnya akses dan
rendahnya mutu layanan kesehatan
disebabkan oleh kesulitan mendapat-
kan layanan kesehatan dasar, ren-
dahnya mutu layanan kesehatan
dasar, kurangnya pemahaman ter-
hadap perilaku hidup sehat, dan
kurangnya layanan kesehatan re-
produksi; jarak fasilitas layanan
kesehatan yang jauh, biaya pera-
watan dan pengobatan yang mahal.
Di sisi lain, utilisasi rumah sakit
masih didominasi oleh golongan
mampu, sedang masyarakat miskin
cenderung memanfaatkan pelaya-
nan di PUSKESMAS. Demikian juga
persalinan oleh tenaga kesehatan
pada penduduk miskin, hanya
sebesar 39,1 persen dibanding 82,3
persen pada penduduk kaya.
Asuransi kesehatan sebagai suatu
bentuk sistem jaminan sosial hanya
menjangkau 18,74 persen penduduk,
dan hanya sebagian kecil di antara-
nya penduduk miskin; terbatasnya
akses dan rendahnya mutu layanan
pendidikan yang disebabkan oleh
kesenjangan biaya pendidikan,
fasilitas pendidikan yang terbatas,
biaya pendidikan yang mahal,
kesempatan memperoleh pendidikan
yang terbatas, tingginya beban
biaya pendidikan baik biaya lang-
sung maupun tidak langsung;
terbatasnya kesempatan kerja dan
berusaha, lemahnya perlindungan
terhadap aset usaha, dan perbedaan
upah serta lemahnya perlindungan
kerja terutama bagi pekerja anak
dan pekerja perempuan seperti
buruh migran perempuan dan
pembantu rumahtangga; terbatas-
nya akses layanan perumahan dan



sanitasi. Masyarakat miskin yang
tinggal di kawasan nelayan, ping-
giran hutan, dan pertanian lahan
kering kesulitan memperoleh peru-
mahan dan lingkungan permu-
kiman yang sehat dan layak. Dalam
satu rumah seringkali dijumpai lebih
dari satu keluarga dengan fasilitas
sanitasi yang kurang memadai;
terbatasnya akses terhadap air
bersih. Kesulitan untuk mendapat-
kan air bersih terutama disebabkan
oleh terbatasnya penguasaan sum-
ber air dan menurunnya mutu
sumber air; lemahnya kepastian
kepemilikan dan penguasaan tanah.
Masyarakat miskin menghadapi
masalah ketimpangan struktur
penguasaan dan pemilikan tanah,
serta ketidakpastian dalam pengu-
asaan dan pemilikan lahan per-
tanian.

b. Menurut Bank Dunia

Indikator utama kemiskinan
menurut Bank Dunia adalah kepe-
milikan tanah dan modal yang
terbatas; terbatasnya sarana dan
prasarana yang dibutuhkan; pem-
bangunan yang bias; perbedaan
kesempatan di antara anggota;
perbedaan sumber daya manusia;
rendahnya produktivitas; budaya
hidup yang jelek; tata pemerintahan
yang buruk; dan pengelolaan sum-
ber daya alam yang buruk.

B. ALTERNATIF SOLUSI

Pada bagian ini penulis akan mema-
parkan alternatif solusi untuk menga-
tasi masalah kemiskinan sebagai berikut:

Optimalisasi Lembaga Zakat dan
Wakaf

Lembaga zakat dan wakaf telah
diakui keberadaannya di Indonesia sejak

lama dan pengaturannya telah mencapai
level undang-undang. Selain itu, po-
tensi zakat dan wakaf sangat besar
sehingga sangat memungkinkan untuk
digunakan guna mengatasi masalah
kemiskinan di negeri ini. Berdasarkan
riset yang dilakukan oleh Badan Amil
Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi
dan Manajemen IPB pada tahun 2011,
potensi zakat secara nasional mencapai
angka Rp 217 triliun atau setara dengan
3,40 persen dari total PDB. Sedangkan
potensi wakaf di Indonesia, yaitu
potensi dari wakaf tanah seluas 2.171.
041.349. m*yang tersebar di 414.848 (Data
Departemen Agama Tahun 2010) dan
potensi wakaf uang yang mencapai Rp
20 triliun per tahunnya (asumsi yang
dibuat oleh Mustafa Edwin Nasution).

Agar potensi zakat dan wakaf
tersebut bisa dioptimalkan untuk
mengatasi masalah kemiskinan di
Indonesia, diperlukan sinergisitas unsur
pemerintah dengan elemen masyakarat,
dalam hal ini antara Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dengan lembaga
amil zakat serta antara Badan Wakaf
Indonesia (BWI) dengan nazhir wakaf.
Dalam membuat program-program
untuk mengatasi masalah kemiskinan,
baik BAZNAS dan BWI maupun amil
dan nazhir, sebaiknya berusaha agar
program-program tersebut sinergis dan
bisa saling melengkapi sehingga tidak
ada program yang tumpang tindih satu
sama lain. Oleh karena itu, BAZNAS
dan BWI sebagai elemen pemerintah
perlu terus mengayomi amil dan nazhir
yang ada di Indonesia agar bisa bergerak
bersama untuk mengatasi masalah
kemiskinan di Indonesia.

Perang Melawan Kemiskinan
Ali bin Abi Thalib, salah seorang
khulafaur rasyidin, pernah berkata,
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“Seandainya kemiskinan berwujud
seorang manusia niscaya aku akan
membunuhnya.” Ucapan Ali bin Abi
Thalib tersebut menunjukkan bahwa
kemiskinan merupakan suatu masalah
yang harus diperangi, khususnya oleh
masyarakat Indonesia. Jika selama ini
kita mengenal adanya perang melawan
korupsi, perang melawan terorisme,
perang melawan narkoba, maka perlu
dicanangkan juga perang melawan
kemiskinan. Tentunya perang melawan
kemiskinan yang dimaksud bukan
hanya sekadar slogan dan wacana saja,
tetapi juga harus diwujudkan dalam
tindakan nyata. Pejabat pemerintah,
baik yang berada di lembaga eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif, harus
menjadi garda terdepan dalam melawan
kemiskinan ini dengan cara memberikan
contoh untuk peduli terhadap masalah
kemiskinan. Sebagai contoh, presiden
sebagai kepala pemerintahan mengins-
truksikan seluruh pejabat yang ada di
bawahnya untuk menyisihkan sebagian
hartanya untuk diberikan kepada fakir
miskin (misalnya melalui zakat dan
wakaf). Apabila instruksi tersebut tidak
dilaksanakan, maka pejabat tersebut
akan dikenakan sanksi.

Selain itu, perang melawan kemis-
kinan juga bisa diwujudkan dalam
sosialisasi pelaksanaan zakat dan wakaf
secara massif kepada seluruh masyarakat
Indonesia yang beragama Islam dan
memiliki kelebihan harta. Diperlukan
kerja keras, terutama oleh BAZNAS,
BWI serta lembaga-lembaga zakat dan
wakaf lainnya, untuk mensosialisasikan
pelaksanaan zakat dan wakaf untuk
mengatasi masalah kemiskinan di
Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi
tersebut, perlu juga diberikan pemaha-
man bahwa kemiskinan merupakan
masalah yang harus segera diatasi oleh
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semua elemen di negeri ini. Adanya
sosialisasi tersebut diharapkan dapat
membangun kepedulian masyarakat
Indonesia untuk mengatasi masalah
kemiskinan di Indonesia melalui zakat
dan wakaf.

Pemberdayaan (Empowerment)

Konsep “empowerment” (pember-
dayaan), yang dibidani oleh Friedmann
(1992), muncul karena adanya dua
premis mayor, yakni kegagalan dan
harapan. Kegagalan yang dimaksud,
adalah gagalnya model-model pemba-
ngunan ekonomi dalam menanggulangi
masalah kemiskinan dan lingkungan
yang berkelanjutan. Sedangkan hara-
pan, muncul karena adanya alternatif-
alternatif pembangunan yang mema-
sukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan
gender, persamaan antar generasi, dan
pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Kegagalan dan harapan, menurut
Friedmann (1992) bukanlah merupakan
alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu
sosial, melainkan lebih merupakan
cermin dari nilai-nilai normatif dan
moral. Kegagalan dan harapan, akan
terasa sangat nyata pada tingkat indi-
vidu dan masyarakat. Pada tingkat yang
lebih luas, yang dirasakan adalah hanya
gejala dari kegagalan dan harapan.
Dengan demikian “pemberdayaan
masyarakat”, pada hakekatnya adalah
nilai kolektif dari pemberdayaan in-
dividual.

Konsep “empowerment”, sebagai
suatu konsep alternatif pembangunan,
pada intinya memberikan tekanan pada
otonomi pengambilan keputusan dari
suatu kelompok masyarakat, yang
berlandaskan pada sumber daya pribadi,
langsung (melalui partisipasi), demo-
kratis, dan pembelajaran sosial melalui
pengalaman langsung (Friedmann,



1992). Sebagai titik fokusnya adalah
lokalitas, sebab “civil society” akan merasa
siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.
Namun juga sangat tidak realistis
apabila kekuatan-kekuatan ekonomi
dan struktur-struktur di luar “civil
society” diabaikan. Oleh karena itu,
pemberdayaan masyarakat tidak hanya
sebatas ekonomi saja namun juga secara
politis, sehingga pada akhirnya ma-
syarakat akan memiliki posisi tawar baik
secara nasional maupun internasional.

Konsep “empowerment”, merupakan

hasil kerja dari proses interaktif baik di

tingkat ideologis maupun praksis. Di

tingkat ideologis, konsep “empowerment”

merupakan hasil interaksi antara
konsep “top-down” dan “bottom-up”,
antara “growth strategy” dan “poeple
centerd strategy”. Sedangkan di tingkat
praktis, interaktif akan terjadi lewat
pertarungan antar otonomi. Beberapa
pertanyaan kunci berikut dari Friedmann

(1982:167-171) barangkali akan mem-

perjelas konsep “empowerment” yang

dikenalkannya, sebagai berikut:

a. What principles should guide the state in
its dealings with the excluded minorities?

b. Should an empowerment approach focus
on individuals and their competitive ability
to move ahead, or on households and their
access to the bases of social power?

c. What incentives can be devised to
encourage communities to organize and
undertake initiatives of their own?

d. What are the respective roles of com-
munities, states, and private voluntary
organizations in a territorially organized
process of self-development?

e. How can a sense of territory-based
identities be strengthened?

f.  How can the coproduction of life and
livelihood be organized among disem-
powerd households?

g. What planning models are appropriate to

household and community selfem-
powerment?

h. What constraints in structure and policy
must give way to make selfdevelopment
along an alternative path possible?

Untuk implementasi pemberdayaan

di masyarakat dapat dilakukan dengan

3 tahap yaitu tahapan pemberdayaan

individu, pemberdayaan ikatan antar

individu/kelompok, dan pemberdayaan
politik.

Membangun Pemberdayaan Individu
Beberapa langkah yang diperlukan

untuk membangun pemberdayaan

individu adalah sebagai berikut:

Pertama; pemberdayaan waktu, yang
diartikan sebagai usaha mengurangi
pemborosan waktu yang dihabiskan
oleh individu untuk memenuhi kebu-
tuhan dasarnya (air bersih, kesehatan
dan transport). Penyediaan fasilitas air
bersih dan transportasi yang baik, akan
sangat membantu individu-individu
untuk memanfaatkan waktunya bagi
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif.
Juga informasi dan pelayanan kesehatan
harus tertuju langsung pada jarak yang
relatif dekat dengan individu.

Kedua; pemberdayaan psikologis, yang
berarti pembangunan keyakinan diri
bahwa para individu yang nantinya
dipilih untuk menerima program ini
adalah individu-individu yang mampu
menularkan atau menarik individu-
individu lain yang belum beruntung
untuk bergabung ke dalam kegiatan
usahanya.

Ketiga; pemberdayaan usaha ekonomi,
melalui suatu proses yang mengarah
pada terbentuknya jaringan usaha
antar anggota keluarga, antar tetangga,
antar kelompok masyarakat, kemudian
terkait dengan ekonomi pasar (baik
formal maupun informal). Pember-
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dayaan ini juga mengarah pada ter-
bangunnya keberlanjutan usaha eko-
nomi antar generasi (inter-generational
continuity).

Membangun Pemberdayaan Ikatan
Antar Individu/Kelompok (Spiral
Mode)

Pada hakekatnya individu dengan
individu yang lainnya diikat oleh suatu
ikatan yang disebut keluarga. Demikian
pula antar keluarga satu dengan ke-
luarga yang lain diikat oleh suatu ikatan
kebertetanggaan. Begitu seterusnya
sampai pada tingkatan yang lebih
tinggi. Pada tingkatan yang pertama,
hubungan yang terjadi dapat disebab-
kan oleh adanya saling percaya satu
terhadap lainnya, keyakinan keaga-
maan, kesamaan keturunan, kesamaan
nasib, dan atau kedekatan bertetangga.
Pada tingkatan lebih tinggi, hubungan
ini dapat terwujud di dalam suatu
gerakan buruh, organisasi politik, dan
sebagainya.

Tantangan utama di dalam pember-
dayaan ikatan ini adalah bagaimana
memberdayakan sumber daya : (1) waktu,
(2) keterampilan dan (3) modal yang
dimiliki oleh keluarga-keluarga ( misal
paranelayan di daerah pesisir) ke dalam
domain-domain ekonomi, (4) politik, dan
(5) sosio-kultural. Penguatan hubungan
ikatan ini akan dilakukan secara ber-
tahap mengikuti suatu lintasan spiral
mulai dari penguatan individu, antar
kelompok, terus naik ke atas menuju
pada domain sosial politik yang lebih
luas lagi, sampai pada domain ekonomi
mikro dan makro. Dalam kaitan ini,
konsep keterkaitan (linkage) menjadi
sangat penting, sehingga diperlukan
adanya aktor (organizer) yang dapat dan
mampu memainkan atau menggerakkan
spiral ini dari bawah (tingkat individu)
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sampai pada tingkat ekonomi mikro dan

makro.

Sangat disadari, bahwa di dalam
perjalanannya nanti, lintasan spiral ini
akan banyak menghadapi paradoks dan
dialektika antara : (1) syarat-syarat
ekonomi rasional melawan nilai-nilai
sosio-kultural (moral), (2) ekonomi
formal melawan ekonomi informal, (3)
akumulasi kapital melawan ekonomi
subsistensi, (4) ruang kehidupan bio-
logi-sosial melawan ruang kegiatan
ekonomi. Adapun beberapa langkah
yang dapat diusulkan untuk mem-
bangun keberdayaan institusi adalah
sebagai berikut:

a. Memperkuat ikatan antar individu,
antar keluarga yang bertetangga
dekat, dan antar kelompok keluarga,
melalui penciptaan ketergantungan
yang rasional antara kegiatan usaha
ekonomi dan nilai-nilai sosio-
kultural yang hidup di dalam masya-
rakat.

b. Penguatan ikatan melalui pencip-
taan ketergantungan yang rasional
antara kegiatan usaha ekonomi dan
nilai-nilai sosio-kultural masyarakat
dimaksudkan agar kegiatan usaha
ekonomi yang dikembangkan dapat
berlanjut antar keturunan atau
antar generasi (inter-generational
contuinity).

c. Dengan perkataan lain, pengem-
bangan (perguliran) aset dan kegia-
tan usaha ekonomi harus meman-
faatkan dan mempertimbangkan
ikatan-ikatan sosio-kultural yang
telah ada. Pada tahap-tahap awal
program, perguliran diberikan
kepada individu atau kelompok
yang memiliki dasar-dasar keterkai-
tan sosio-kultural dalam komunitas
masyarakat.

d. Pada pengembangan selanjutnya,



keterkaitan antara kegiatan usaha
ekonomi individu, keluarga dan
atau kelompok ini dengan domain
ekonomi pada tingkatan mikro dan
makro perlu dikembangkan, dalam
rangka membawa lintasan spiral
tersebut ke atas. Dalam tingkatan ini,
selain diperlukan adanya aktor
(organizer) yang mampu membawa
lintasan spiral ini ke atas, juga
diperlukan adanya pemberdayaan
politik yang menyertainya.

Membangun Pemberdayaan Politik
Pada hakekatnya pemberdayaan

politik di sini dimaksudkan sebagai
lawan dari pengabaian politik (political
exclusion). Pada praktek ekonomi yang
terjadi saat ini telah ditemukan adanya
pengabaian politik ekonomi (economic and
political exclusion) oleh “urban-metropolitan
economiy” dan “multinational economy”
terhadap si-miskin di wilayah kantong
kemiskinan dan yang paling menonjol
di daerah pesisir. Pengabaian ekonomi
dan politik nampak pada tidak dimasuk-
kannya para miskin di pesisir ke dalam
proses dan struktur akumulasi kapital
dari “multinational” maupun “national
corporation”. Dengan demikian, konsep
pemberdayaan politik yang ditawarkan
di sini merupakan konsep perlawanan
terhadap fenomena-fenomena yang
dilukiskan di atas. Beberapa konsep
dasar yang dapat diusulkan untuk
membangun keberdayaan politik dari
para miskin pesisir ini adalah sebagai
berikut:

a. Bahwa pemberdayaan politik yang
dituju di sini adalah terbentuknya
mobilisasi dan “kesalingterkaitan”
antara kekuatan negara (state power),
kekuatan ekonomi (economic power),
dan kekuatan sosial (social power).

b. Dalam peta “kesalingterkaitan”

antara kekuatan-kekuatan tersebut
dapat ditunjukkan letak inti (core)
dari masing-masing kekuatan ter-
sebut. Pada negara (state), inti
kekuatan terletak pada lembaga-
lembaga  formal kepemerintahan
dan perangkat-perangkat hukum
yang dimiliki. Pada kekuatan sosial
(civil society), inti kekuatan terletak
pada institusi keluarga melebar ke
institusi sosial (keagamaan, ke-
senian, dan sebagainya). Pada
kekuatan ekonomi, inti kekuatan
terletak pada institusi-institusi yang
berujud dalam korporasi ekonomi.

c. Pada tingkat praktis, pemberdayaan
politik di sini akan mengarah pada
terbangunnya “kesalingterkaitan”
(linkage) antara keluarga-keluarga
miskin di wilayah miskin dengan
lembaga-lembaga pemerintah dan
korporasi ekonomi baik nasional
maupun internasional.

Secara praksis, langkah-langkah
yang ditawarkan bagi pemberdayaan
politik dalam program ini adalah sebagai
berikut:

a. Mendorong agar kelompok-kelom-
pok individu berkembang menjadi
“civil society” yang memiliki kekuatan
tawar-menawar.

b. Mendudukkan lembaga-lembaga
pemerintah sebagai tulang pung-
gung (backbone) bagi terbangunnya
keterkaitan antara kekuatan-kekua-
tan sosial masyarakat miskin dengan
korporasi-korporasi ekonomi nasio-
nal dan multinasional.

c. Melalui kekuatan lembaga-lembaga
pemerintah, korporasi ekonomi
nasional dan multinasional diminta
untuk membuka pasarnya bagi
produk-produk yang dihasilkan oleh
komunitas miskin, atau memberi-
kan sebagian dari kegiatan produk-
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sinya kepada para keluarga miskin

melalui mekanisme sub-kontrak.

Dalam perspektif spasial, pem-
bangunan masyarakat miskin dalam
kaitannya dengan pendekatan pember-
dayaan (empowerment) lebih diartikan
sebagai penguatan territory based identities.
Pemberdayaan masyarakat miskin,
salah satunya adalah penguatan iden-
titas yang berbasis teritori ini. Dan
identitas ini tidak begitu saja disera-
gamkan atas nama pembangunan.
Dengan demikian proses pengembangan
masyarakat miskin, seyogyanya tidak
didasari oleh rencana standar yang sama
dan/atau seragam untuk seluruh wila-
yah, namun didasarkan pada kondisi
dan potensi sumber daya alam dan
kegiatan usaha yang ada dan akan
berkembang.

Pendekatan Ekonomi Pemberdayaan
Nelayan Kecil/Gurem

Secara umum pemberdayaan ma-
syarakat miskin dapat dilakukan dengan
cara meningkatkan aksesibilitas mereka
pada sumber-sumber kekayaan sosial,
ekonomi dan budaya. Secara sosial,
beban kemiskinan yang mereka hadapi
akan dapat diatasi dengan cara menye-
diakan mereka bantuan sosial. Secara
ekonomi, beban mereka akan juga dapat
diatasi melalui dukungan modal. Secara
budaya, beban mereka akan dapat
mereka atasi sendiri dengan cara mem-
bangkitkan etos kerja dan kemampuan
bekerja melalui peningkatan keteram-
pilan kerja mereka. Pendekatan sosial,
ekonomi atau budaya semata untuk
memberdayakan nelayan atau petani
gurem hanya akan berdampak sekejap
atau jangka pendek. Pemberdayaan
nelayan atau petani ikan mengandung
makna penyelesaian masalah kemis-
kinan multi dimensi sosial, ekonomi dan
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budaya. Oleh karena itu pendekatan
pemecahan masalah adalah bersifat
multi dimensi dan komprehensif.

Penguatan Organisasi Ekonomi Dalam
Komunitas Desa

“Desa” adalah unit dasar dari
kehidupan pedesaan. Di ini “desa”

mengandung arti sebagai “desa
alamiah” atau dukuh tempat orang
hidup dalam ikatan keluarga dalam
suatu kelompok perumahan dengan
saling ketergantungan yang besar di
bidang sosial dan ekonomi, tidak ada
keharusan untuk sama dengan unit
administratif setempat. Komunitas desa
dalam ekonomi yang sedang berkem-
bang untuk sebagian besar memenuhi
kebutuhan sendiri dan berorientasi pada
kebutuhan pokok, sungguhpun hubu-
ngan pasar dengan sektor perkotaan
dapat juga berlangsung. Berlainan
dengan ekonomi pasar di daerah per-
kotaan dengan pembagian fungsinya
yang mencolok antara perusahaan dan
rumah tangga di bidang produksi dan
konsumsi, produksi seorang nelayan
dan petani ikan gurem tidak dapat
dipisahkan dengan konsumsi keluarga-
nya. Komunitas desa mengatur kegiatan
ekonomi nelayan atau petani ikan
dengan mengadakan koordinasi dalam
pemakaian sumber daya yang langka
melalui adat kebiasaan dan kelem-
bagaan. Seorang nelayan atau petani
ikan gurem merupakan satu unit
produksi yang terlalu kecil untuk dapat
berbuat banyak demi menanggulangi
kepentingan bersama.

Adalah suatu keharusan bagi ko-
munitas desa untuk menyusun tinda-
kan secara kolektif dan mendorong kerja
sama dalam satu komunitas. Faktor
utama lain yang mendorong kerja sama
antara para nelayan dan petani ikan



adalah permintaan akan pekerja yang
sifatnya sangat bergantung pada musim
dan produksi perikanan. Pada masa-
masa puncak musim, jumlah pekerja
yang melebihi kapasitas kerja keluarga
selalu diperlukan untuk memenuhi
jadwal kerja. Disamping itu, merupakan
hal yang lazim, bahwa penduduk desa
pantai terbagi dalam berbagai sub-klas
nelayan atau petani ikan. Hanya saja
dalam komunitas pedesaan pantai,
bahkan bagi mereka yang tidak memiliki
alat produksi merasa berhak atas
pemakaian alat produksi (kapal) bukan
miliknya dengan cara khas penetapan
seperti sistem bagi hasil.

Seperti lazimnya dalam perjanjian
bagi hasil, di dalam komunitas desa ada
kecenderungan yang amat kuat untuk
mengaitkan berbagai transaksi ekonomi
menjadi hubungan yang sangat pribadi
sifatnya. Seorang pemilik perahu tidak
hanya menerima bagian perahu atas
hasil tangkapannya, dia ada kewajiban
menanggung biaya-biaya produksi,
bahkan memberikan kredit untuk para
pekerja memenuhi keperluan konsumsi-
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nya. Sering pula, para pemilik kapal,
yang selanjutnya disebut juragan,
bertindak sebagai pelindung (patron)
terhadap si pendega.

Hubungan semacam ini biasanya
disebutkan sebagai hubungan antara
bapak dan anak buah (patron-client
relationship), dalam hal ini hubungan
juragan dan anak buah kapal (ABK),
dalam hubungan ini, seseorang dengan
status sosial-ekonomi yang lebih tinggi
(patron) menggunakan pengaruh dan
sumber-sumber yang dimilikinya untuk
memberikan perlindungan atau keuntu-
ngan bagi individu yang statusnya lebih
rendah (client), dan sebaliknya para client
tadi membalas dengan memberikan
dukungan kepada bapak (patron) tadi.
Kelembagaan yang menguasai ekonomi
nelayan tersebut yang bercirikan cara-
cara produksi seperti digambarkan di
atas, lebih merupakan adat kebiasaan
dan prinsip-prinsip moral dan pada
perjanjian resmi. Prinsip moral yang
tertanam adalah “saling menolong dan
berbagi pendapatan di kalangan nelayan
atau petani ikan”.[]
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